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KEPUTUSAN
.   pendidikan dan kebudayaan

' republik indonesia
m'.0t^S JO liCfQfj

•    ....tentang  .••.

Peirbukaan, Penegerian dan Peningkatan Sekolah

.  Tahun Ajaran 1923/19S9 " ,

-   menteri pe;.d:d.:ka:i dan ^eboday, an,

: bahwa cat air rangka ^enaaibah Sekolah Men.encar. Tingkat Pertama

(SMTP) dan Sekdl.ah Kena^gah Tingkat Atas (SMTA) Negeri tahun
a:aran 1938/1929, dipar.dang perlu ;r.e:r.bu<a SMTP dan SXTA ne-

, geri baru, -leninckatkar SMTP ^^e-n^ari: SMTA dan i^er.egerikan

SMTP dan SMTA swasta menjadi SMTP dan SMTA negeri;  '

: I. Keputusan Presiden Reoublik Indonesia:

a. Noror 44 Tahun 1374;"=. .

• • b. ?Io-r.or 45/M Ta-un 1383;   ••   \ v;-..:-,.. ^; ..-;,-.•

c.Noror i5 Tahun 1S84 sebagai^^na telan diubaVditambah

tsrakhir dencan.Keoutusan Presiden Republik Indonesia

•  Xzr,:cr 55 Tahur. 1983;

d.Nemor 226/?•! Tahun 133.5;'   ;    '   '  ^^^ r

e.Nomor 64/M Tahun 193S;^f          :     :;'

2. Keoutusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a.tanggai 22 Desertber 1973 No. 0370/0/1978;   :trf'r^x

b.tanggai 22 Deser^er 1973 No. 0371/0/1973;  :

c.tanggai 31 Agustus   1973 No. 0239/C/1973;
d.tanggai. 26 Seotenber 197S No. 0295/0/1978;

e.tanggai 25 Mei 1979 No. OSO/O/2979;    •    > ••)

f.tanggai 11 Septenber 19S0 No. 0222b/0/19S0;

g.tanggai 1^ Maret 1983 No. 0173/C/1983;~
h.tanggai 5  Juni 1935 No. C243/U/1985;^;; . : ;: '  ..

i.tanggai 16 Janua^i 1937 No. 064/0/1987.': ":••;.'.'

: Persetujuan Menteri Necara PendayaGi/r.aanr Apafacur Ne^gara da-
••  ..-   ^ •        ••    .7•. "•        •••••••   i •.     '•    ^      <". i

la^ suratnya Ncmor B-202/1/M.enpan/2/89 tanggai. 22 Februari
1989. ^'" "'

n;'
slinya

Meir.perhatikan

.  Me.ngingat

Meninibaag

SAL!^AN



h. SMT Pertanian Nege
i. SLB Negeri        sebanyak  \21 buah.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam ^eputusan ini akan diatur

lebih lanjut dalam ketentuan tersendifi. ^^
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g. SMM

f. SMIK

e. SMSR

d. SMEA

c. STM

b. SMA

a. SMP

: Membuka SMTP dan SMTA negeri* meningkatkan SMTP menjadi SMTA

dan menegerikan SMTP dan SMTA swasta menjadi SMTP dan SMTA

negeri di beberapa Propinsi sebagaimana tercahtum dalam Lam-

piran I dan II Keputusan ini.       .      ^

: Kedudukan tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja,

dan bagan struktur organisasi SMTP dan SMTA.negeri sebagai-
mana dimaksud pada diktum "pertama" diatuj^i^esuai^dengan ke-

tentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

a.tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 untuk SMP;

b.tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/197^.untuk SMA;

c .tanggal 19 Oanuari 1983 No. 051/0/1983 untuk SLB Pembina;

d. tanggal 25 Mel 1979 No. 090/0/1979 untuk:

a)Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negsri;
b)Sekolah Menengah Industri Keraj\nan (SMIK} Negeri;

c)Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) Negeri;

. d) Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) Negeri;

e) Sekolah Menengah Musik (SMM) Negeri.

: Menugsskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidik-

an dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan
diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-

masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana

tersebut pada:'

a.kolom 6 lampirar. I untuk sekolah baru yang dibuka;

b.kolom 7 lampiran II untuk sekolah yang ditingkatkan dan

dinegerikan;
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan

dan Kebudayaan tahun 1988/1989 dan untuk tahun-tahun se-

lanjutnya pada mata ajiggaran yang sesuai untuk itu.

:, Dengan berlakunya Keputusan ini di seluruh Indonesia ^umlah:

sebanyak 6.867 buah;
Kelima

Keemoat

Ketiga

Kedua

Menetapkan

Pertama

M E M U T U S KA N :
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I

Sekretaris Jenderal
• :    t.t.d. ^   ; "•

BAMBANG TRIANTORO ~

Ditetapkan di
tanggal '.

RI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

•    •'••  vS;t< Si^^ ' -J-^; ?•' ^ift... -.. --    •Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan ber-

laku surut terhitung mulai tanggal 1 Jui1.1988..
Ketujuh



aturan .

n Kebudayaan,Perun

Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan,

9. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, .

10.Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan,.

11.Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Balitbang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

12.Semua Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan

Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

13.Semua Inspektur, Biro, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai, Pusat Perbukuan,

Pusat Grafika Indonesia, Perum Balai Pustaka, di lingkungan Depatemen Pendidik
an dan Kebudayaan,

14.Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

15.Ditjen Hukum dan Perundang-llndangan Departemen Kehakiman,
16.Semua Gubernur Kepala Daerah TingkatI,

17.Badan Pemeriksa Keuangan,
18.Direktorat Jenderal Anggaran,-
19.Direktorat Jenderal Pajak,

20.Direktorat Perbendaharaan dan Beiahja Negar^a Direktorat ^enderal Anggaran Dep.Keu,

21.Semua Kantor Perbendaharaan Negara,

22.Badan Administrasi Kepegawaian Negara,

23.Lembaga Administrasi Negara,

24.Ketua DPR-RI,

25.Komisi IX DPR-RI,
26". Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

NIP. 19540314 198902 1. 004

Salinan Ksputusan ini disamnaikan kepada:

1.Sekretariat Negara-,

2.Sekretariat Kabinet,

3.Semua Henteri Koordinator,

Semua Menteri Negara,

Semua ^enteri,

Semua Menteri Muda,



BAMBANG TOIANTOROSAIINAN Keputusan Ini dlsampaikan kepada :

a

XI
DLtetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 1989

MEWEERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd

"SMEA Negeil Tegal, Kecamatan Tegal Timur, Kotamadya Tegal".

Mengubah ketentuan dalam Lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan dan Ke
budayaan tanggal 14 Maret 1989 No. 0135/0/1989 sebagai berikufc :
Kata-kata :'•

a."SMP Negeri Kairatu" pada halaman 25 kolom 3 diubah manjadi
"SMP Swasta Kanarlan" ;

Vb."SMP Negeri TUal Adaut" pada halaman 25 kolcm 3 diubah n^n^adi
"SMP Swasta TWaal di Adaut" ;

c."SMP Negeri Pelita Sofifl" pada halaman 25 kolcm 3 diubah rnenjadi
"SMP Swasta Pelita di Sofifl" ;

d."Kabupaten Maluku Tengah" pada halaman 25 kolcm 5 diubah menjadi
"Daerah Administratif Halma^iera Tengah".

Hal-hal lain yang belum diatur'*dalam Keputusan ini akan diatur lebih
lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

1/

KEFUTUSAN
MENIERI FENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REHBLIK INDONESIA
No. 036VO/1989

tentang
Perubahan Ketentuan Dalam Lampiran Keputusan Mentert
Pendidikan Dan Kebudayaan No. 0135/0/1989

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Surat Kepala Biro Qrganisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tan^-
gal 19 Msi 1989 Noroor 1O5/A5.1/^/89.
bahwa dipandang perlu men^ibah beberapa ketentuan dalam ^^^^ *^^)* m
M^nteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 1m Maret 1989 No. O135/wl9&9
tentang Pembukaan dan Penegerlan Sekolah Tahun AJaran 1988/1989.

1.Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a.Noncr   ^ Ibhun 197^;
b.Nomor   15 IbhUn 198^ sebagainana telah diubah/ditambah terahra^

dengan Keputusan Presiden Repttolik Indonesia
Nomor 55 Ibhun 1988}

c.Noricr 226/M ^ahun 1986;
d.Ncmor  64/M Tahun 1988;

2.Keputusan ^^nteri Pendidikan dan Kebudayaan s
a.tanggal 12 Januari 1985 No. 013/P/1985;        '  .
b.tanggal 14 ^hret  1989 No. 0135/0/1989.

MEMUTUSKAN:

Mengubah ketentuan dalam lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan dan K^-
budayaan tanggal 14 Maret 1989 No. 0135/0/1989 seba^d berikut :

Kata-kata "SMEA Negeri 2 Tegal, Kecamatan Itegal, Kabupaten Tegal" /
pada halaman 6 kolom 3,4, dan 5 diubah menjadi , -

" Sstgta

Keenpat

N^^netaplcan

ffengingat

Menimbang

Mentoaca



••mm;.

Pembina

•

X!

Salinan sesuai dengan asliny^
aturan

dan

1.Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudaya^n,
2.Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3.Semua Dirjen, dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4.Kepala Badan Penelitian'dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan ^

Departenven Pendidikan dan Kebudayaan,/
5.Sekretaris Ditjen. ltjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendtcikan

dan Kebudayaan dalan nngk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

6.Kantor Perbendaharaan Negara setempat,  ..7.Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propin

si.8.Kantor Perbendaharaan Negara setempat,^•

9.Badan Administrasi Kepegawaian Negara,10, Badan Pemeriksa Keuangan,•

U, Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Propinsi setempat,
12. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
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3.Keputusan Prcsiden Republik Indonesia :

a.Nomor 44 Tahun 1974;
b.Nomor 15 Taluin 19S4 sebagaimana u-lah beberapa kali

diubah iL'rakhir dengan Keputusan Prcsiden Republik

Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;

c..    Nomor 96/M Tahun 1993.

4.Keputusan Menteri  Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

0490/U/1992;

Pcrsetujuan Menteri Ncgara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam

surat Nomor B-148/I/97 tanggal 7 Fcbruari 1997.
Mempcrhatika:. '

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA
i

NOMOR 036 /O/1997

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK
SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ba.hwn sebagai tindak lanjut dari Pcraturnn Pcmerintah Nomor 29
Tahun 1990 tentnng Pendidikan Mencngah, dan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah
Menengah Kejuruan, dipandang perlu mengubah nomenklatur

Sekolah Mencngah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) menjadi Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) dan mengatur organisasi dan tata kerja

SMK;

1.Undang-undang Nomor 2 Tahun 19S9;•..

2.Peraturau Pemerintah Republik Indonesia:

a.Nomor 29 Tahun 1990;
b.Nomor 38 Tahun 1992;
c.Nomor 39 Tahun 1992:

Mommlm. :iii :

_. ^ t.,^^

SAL! NAN



^

10.Sekolah Menengah Teknologi Kimia (SMT Kiinia);
11.Stkolah Teknologi Menengah Perianian (STM Pertanian);
12.Sekulah Menengah Teknologi Perianian (SMT Pertanian);

ITv'i.i)!ah Mriifiigah Ekonomi Mas (SMITA):

14.Srlajiah Menengah Kesejahieraan Iselnarya (SMKK)l
15.Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMK1);
10.Sekulah .Menengah Seni Rupa (SMSR);
17.Sekolah Menengah Musik (SMM);
IS.Sekolah Menengah Indusiri Pariwisala (SMIP);
D>.-Sekolah Menengah Indusiri Kerajinau (SMIK);
20.Sekolah Menengah Teknologi Keruniahtanggaan (SMTK);

21.Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS);
menjadi Sekolah Menengah Kejurunn, selaujutnya dalam Keputusan ini discbiil SMK.

IPasal 2,     :"

(1)   Noirienklatur dan penonioraiv SMK diaiur scbagai bcrikul :

a. 'SMK yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi nama Jakarta, .
dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelembagaan ;

SMK yang bersangkutan.

Sekolah Teknologi Menengah Kiinia (STM Kiniia);
V.o

UAH Ij
NOMENKLATUR  • '.   ';

Pasal 1'

Mengubnh noinenklaiur Sekolah Mcnengah Kcjunian Tingkai .Alas (SMKT.A)

terdiri atas ;
1.SeluMah Teknolugi Menengah i'STM);
2.Sekolah 1 okn.olugi Moncni'ah Pl'iiiI):iii('uiv:iii (STM llcuil)an"uiian);

3.Sckolaii Tekuolo^i Menen^ah Gral'ika ((STM Crafika);

4.Sckolah Mencngnh Tcknologi Grafika (SMT Gnifika);
5.Sekolaii Teknologi Menengah Penei'baiigan (STM Pcncrbanghn);

6.Sckolah Menengah Teknologi Pcnerbangan (SMT Pcnerbangan);
7.Sekolah Teknologi Menengah Perkapalan (STM Perkapalan);
S.     Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan (SMT Perkapalan);

MEMUTUSKAN :

MeneuipLnn  ;    KEPUTUSAN MENTER1 PENDID1KAN DAN KEBUDAYAaN
';   REPUBLIK INDONESIA TENT AN G  P E R L! 15 A II A N

;   NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK SERTA OROaNISaSI
DAN TATA KER.IASMK.



(1)   SMK adalah unit pelaksana teknis pendidikan kejuruan pada J mjang. pendidikan
• menengah di lingkungan Dcpartemen Pendidikan dan Kebudayaan vanlg berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wila'yah Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.

(.2)   SMK dipimpin oleh scorang Kepala dan dibamu oleh sebanyak-banyaknya 4 orang

\Snkil Kepala. •^

• .   .Pasal 4

SMK •mempunyai tngas menyelenggarakan pendidikan kejuruan pacja jenjang pendidikan
menengah 3 atnu 4 tahun bagi tamatan Sckolal^ Lnnjutan Tingltat Pcrtamn (SLTP) ataii
yan.g sedcrajat dengan bcrpedoman pada kctentuan peraturan perundang-undangan

tentang pendidikan nasional.

Pasal 5

Umuk menyelenggitral^aii lugas sebagaimaua dimaksud dalam Pasal 4, SMK mempunyai

fungsi ;

. .BAIJ II
KEDUDLKaN, TUGAS DAN FUNGS!

Pasal 3  -

b.SMK yang berlokasi di kouunadia/kota adininistratil1 diberi nama sesuai nama
kotnmadia/kotn1 administratii' yang bersangkutan, dengan nomor menurut
'tirutan tahun penetapan keputusan pclembagnan SMK yang bersangkutan;

c.SMK yang berlokasi di ibukota kabupaten diberi nama sesuai nama ibukota
kabupatcn, dengan nomor menurut  urutan tahun penetapan keputusan

pclembagaan SMK yang bersangkutan;

d.SMK yang berloknsi di luar ibukota kabupatcn, dibcri nama sesuai nama

kecamntnn icmpai sekotah bcrsangktitnn bcracla, clcngan nomor mcnurut
urutan taltun penetapan keputusan pclembagaan SMK yang bersangkutan;

Dalam bal terdapat dun atau lebih kesamaan waktu penetapan keputusan
pclembagaan SMK, urutan pcuomoran SMK ditctapkan bcrdasarkan ;nomor urut

dalam keputusan peleinbagaan SMK yang bersangkutan.

Kcicmuan scbugaimaua (limal^sud dalam ayaf(l) bcrlalaijuga l)agi penomoran SMK

sebagai akibat peiucUaran uilayah, pinclali loltasi, dan penainl)alian unit Irani.



Kcpala adalah guru yang incntpunyai tugas mcnhinpin pcnyclenggaraan kegiatan belajar
ntengajar, serta inenibina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dart
hubungan kcrjasatna dengan dunia usaha dan industri..-.-

Pasal S

(1/ Keuala dalain tnclaksanakan tugnsnya dibantu olch seorang atau scbanyak-

banyaknyn 4 orang Wakil Kepala.i

(2)Penentuan juinlah Walsil  Kepala disesuaikan dengan beban tugas  S.MK yang

bersangkutan.
(3)Wakil Kcpala adalah guru yang nictupunyai tugas  incmbantu Kepala dalam

tU^Cininipin pcnyclcnggaraan kegiatan belajar mengajar, scrta iitembina guru, tcnag'h

kependidikan lainnyn, tenaga administrasi, dan hubungan kcrja sama dengan dunia
usaha clan industri.::;

Pasal 7.

Basal 6
• •   0

Organisasi SMK. terdiri atas :

a.Kepala;
b.M'akil Kepala;
e.     Subbagian Tata Usaha;

d.    Jurusan;
c.Kelompok Jabatan Fungsional.

;:i.    pembimbingmt. pengnjaran. clan a tan pehuihan tcori clan prnklik kejuruan sesuai

dengan kurikulum yang berlaku;
b.pcugufvisan sarana pendidikan dan bahan pcngajaran yang dipergunakan uniuk

proses belajar mengajar dan latihan praktik para siswa;

c.pelaksanaan dan pembinaan hubnngan kerjasama dengan dunia usaha dan industri.

oran.g tuaKvali murid, dan masyarakal;

d.pelnksannan kegiatan unit produksi;

c.      pelaksanaan urusan tata usaha dan urusau ruinah tangga SMK dan perlcngkapan

pendidikan.

BAB III.

ORGAN IS AS I



PA 13 IV
TATA KFR.JA

r
Pasal 1-1

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, Kcpala Subbaginn
Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib mencrapkan prinsip koordinasi,!
integrasi, dan sinkronisasi baik di Iingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain•
di luar SMK sesuai dengan tugas pokok masing-masing.;

Subbagian Tata Usaha mempunyai tuyas melaksanakan urusan ketatausahaan dan urusan
kerumahtanggaan SMK dan tugas-tugas Iain yang diberikan oleh Kepaln.

Pasal 10

Ketua Jurusan niempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan latilian kejuruan si.swa.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional ineni[ninyai tugas melaksanakan kegiatan jabatan fungsional
masing-masing berdasnrkan peratuian perundany-undangnn yang berlnku.

Pasal 12

i.l)    Kelompok J aba tan Fungsional terdiri at as guru dan jabatan fungsi on a I lain its aA any
riiatur berdasarkan peraturan perundany-undangan yang berlnku.

(Z)   Jabatau fungsional sebagaimana dimaksud dalam aval (I) dikoordinasikan oleb
seorang tenaga fungsional senior berprestasi yang dittmjuk oleh Kepa.la.

(5,i   Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam nya; ih ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

/4)     Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam aynt (I) diatur
sesua: dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasai 13;

Began organisasi SMK tercantum dalam Lampiran I Keputusan ink



BAB V
BIAYA

Pasal 21

Biaya untuk peiaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang rele\an di

masiu'.'-inasing Kanlur Wil.ivab Ocpartcnien Pendidikan dan Kcbudnyaan.

Kepala. Keiua Jurusan. Kcpala Subbagian Tata Usaha wajib mengawasi pclaksanaan tugas
bnwahnnnyn nuusiug-inasing dan bila terjadi pcnyiinpangan agar inengambil langkab-
langkaii yang dipcrlukau scsuai dengan peraturan pcrundang-undangan yang bcrlaku,

Pasal 16

Kepala, Wakii Kepala. Ketua Jurusan, dan Kepala Subbngian Tata Usnhn wnjib ntengikuti
clan ra.ematuld petunjuk clan bertanggungjawab kepada atasan masing-niasing serta

menyanioaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

•Pasal 17

Kepala, Ketun Jurusan, dan Kcpala Subbagian Tata Usaha bertanggungjawab memimpin,
mengkoordinasikan. clan mcmbina pelaksanaan tugas bawahnnnya masing-masing serta

mengadakan rapat berkala.

Pasal IS •        ..        . •        i

Kepala. Ketua Jtirusa.u. dan Kcpala Subbagian Tata Usaha wajib incngolah laporan dan

lnengaunakau laporan tiari bawahan scbagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 19

Kepaiu. 'd.dki: Kepala. Ketua Jurusan. dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam

iu.enyarnpaikan laporan wajib memberikan tembusan kepada ;unit lain yang secara

fungsional mempunyni hubungan Uerja.

Pasal 20

Kepala Kantor ''A ilayah Departeineu Pendidikan dan Kebudnyaau Propinsisetcmpat dalam
inelaksanakan tuaas peinbinaan ssajib Inn kuusuhasi dengan Direktnr Jenderal Pendidikan

Uasar dan Meuengah.

Pasal 15



S.MKT.A yang diselcnygarakan oIo11 masyarakat incnycsuaikan dcnyan Kcputnsan ini.

Basal 25

Pada saat  inulai berlakunva Kcputusan ini, Kcputusan Mcntcri  Pcndidikan dan

Kebudayaan Nonior 090/O/1979 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Keputusan ini niulai berlaku pada tangyal ditetapkan.

Ditetapkan di .Jakarta

pada tanygal 7 NInrct 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof. Dr.-Iny.Wardinian Djojoncgoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

Basal 24

BAB VII
KETISNTUAN LAIN

Pasal 23  .

Perubahun atas oryanisasi dan tata k^rja SMK dilctnpkan olch Mciucri I'cndidikan dan
Kebudayaan secelah incndapat pc-i'sctujuan icrtulis clnri Mcntcri yany bcrianyyunyja^al)

di bidan^ pendayagunaan aparaun1 ncyara.

Sejak ditetapkannya Keputusan ini, SMK berjumlah 717 dcngan nnnia, nonior, dan lokasi
sebaaimnna tercantum dalam Lampiran II Kcputusnn ini.

bisal 22
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Hlc-saJinan 27/11/93

Mar diva h

NIP. 130344753

SaLr^aa scsuai dcngan aslinya
Kcpala Biro Hukum oai'Hubungaa Masyarakat

SAL I NAN Kcputusan ini disampaikan kcpada :

1.Merited Ncgara Pendayagunaan Aparatur Ncgara,
2.Sckretaris Jcndcral Departcrnen Pcndidlkan dan Kebudayaan,; :
3.Inspektur Jendcral Departcmen Pendidikan dan Kebudayaan,
4.Dircktur Jendcral Pendidikan Dasar dan Mencngah Departcmen Pendidikan dan

Kebudayaan,
5.Kcpala Hadan Penelitian dan Pengembangan   Pendidikan dan Kebudayaan

Departcmen Pendidikan dan Kebudayaa^^, , P
6.Sckretaris  Inspektorat Jcndcral,  Dircl^orat  JendcraJ   Pendidikan Dasar dan

Mencngah, Badan Penelitian dan Pengip'rnbangan Pendidikan dan Kebudayaan

Departcmen Pendidikan dan Kebudayaarj,
7.Kcpala Kantor Wilayab Departemen Pe'rifJidiHan dan Kebudayaan di Propinsi,

S.      Gubernur Kepala Dacrali Tingkal I selemp(at,
'). :ki  Dircktur Pendidikan Menengah Kejuruan Dircktorat Jcnderal Pendidikan Dasar dan

^f^ Mencngah Departemeu Pendidikan dan Kebudayaan,

lO.f^  Badan Pemeriksa Kcuangan,
11a' Dircktorat Jcndcral Anggaran Departcmen Kcuangan,
!2,r,r : Kanlor Perbendaharaan dan Kas Negara setenipat,

13AV. Vang bcrsangkutan untuk dipergunakan sepcrlunya.
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